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4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Negara Nomor 3209); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 3839); 

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3903) 

juncto Undang-undang Nornor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 ten.tang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, 
dan Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069); 

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas 
perlu menetapkan Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tebo. 

c. bahwa dalam rangka rnenggali Pendapat Asli Daerah Kabupaten 
Tebo Retribusi Terminal merupakan salah satu surnber Pendapatan 
Daerah; 

b. bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada 
masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli 
Daerah dalam Kabupaten Tebo; 

a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu 
meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan 
Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan gun.a menjamin 
Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang; 
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17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang 
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang 
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

14. Paraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

13. Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rencangan Peraturan Pemerintah clan 
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 70 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi 
(Lembaran Nengara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Nomor 3692); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan 
sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II 
Percontohan (Lemabaran Negara Taboo 1995 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan 
Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II 
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 341 O); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Nagara 3258); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848); 

5. Undang-unclang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) Juncto Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Unclang-undang 
nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
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i. Badan . 

h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Tebo 

g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Tebo 

f. Kasda adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo. 

e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 
Daerah sesuai dengan Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo. 

c. Bupati adalah Bupati Tebo 

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pernerintah Kabupaten Tebo 

a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG 
RETRIBUSI TERMINAL 

MEMUTIJSKAN: 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH 
KABUP A TEN TEBO 

Dengan Persetujuan 

21. Keputusan mentri Dalam Negeri nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem clan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang 
Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang 
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah; 

Menetapkan 



u. Penvidikan . 

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 

s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SKRD atau dokurnen atau lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh W ajib Retribusi; 

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga atau denda. 

q, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Lebih Bayar yang 
selanjutnya dapat disingkat SKRDKLB adalah surat keputusan yang 
menentukan jumlah kelabihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang;. 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, untuk 
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan; 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah 
retribusi yang terhutang . 

n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 
disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi 
untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan 
pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang 
undangan Retribusi Daerah. 

m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan 
Penyediaan Fasilitas Terminal; 

1. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi; 

k. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pembayaran atas palayanan penyediaan tempat parkir untuk mobil 
penumpang, bis umum, mobil barang, tempat kegiatan usaha dan 
fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola 
oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan perorangan; 

J. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena 
pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

1. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
Persekutuan, Perkwnpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap 
serta bentuk badan usaha lainnya; 

--------· -· ·- -- . 



Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi clan jangka waktu 
pemakaian fasilitas terminal. 

Pasal 6 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

BAB IV 

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

Pasal 5 

ORGANISASI RETRIBUSI 

BAB ID 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 
fasilitas terminal atau yang lewat terminal. 

Pasal 4 

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Pelayanan perorangan dan 
penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah 
clan Pihak Swasta. 

b. Penyediaan tempat kegiatan usaha. 

a. Penyediaan tempat park.ir kendaraan penwnpang bis umwn dan 
mobil barang. 

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas terminal yang 
meliputi: 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran 
atas Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk kendaraan penurnpang 
clan bis umum, mobil barang, tempat kegiatan usaha clan fasilitas lainnya 
di lingkungan terminal termasuk yang lewat Terminal yang dimiliki dan 
atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 

Pasal 2 

NA.\IIA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

BAB II 

u. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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(6). Strukrur. ........ 

(5) K.:~.:..;~.b-·· ~-:, ... '='_.:...~~I • .l Jirn.JL..;J pada ayat (3) huruf b ditetapkan 
naram nersenrase Tf'rtenrn cart total biava sebazairnana dimaksud pada 

d. R1a~·,-h,·,:·-. ,.,;".,: . .,, y:n2 herl·n1h,ngan dengan penyediaan jasa, 
SCp~_r"i~. ~.,u.tl5U tit~~., jJ~.l~.iJ1li'1.ii. j<l.i.15:~..l pendek; 

c. Biava modal vane ner~:amin CTeng;:m tersecnanva akriva lainnva 
:,·2:1.g b~·::~an.~l~~. 2~· .. --~~:·-~0~:: ..... :~:~ .. ;·~~::j~:::; ·y~:!::; meliputi 2ng::ur::n dan 
bunga pinjarnan. niiai sewa ianan uan bangunan, dan penyusutan 
:1:;et; 

u. .J~aya tidak 1ru.1gsung yau1:; rn01.1.Jjttt1 ·vta~,·a adu1.inistrnsi umum Jan 
biava lamnva vane 1-nf'r-,1111.r11r-'} "''ff\'ed1:v1n iasa: 

a. Biava onerastonal Iangsunz vang melinuti '"''""'! h,'!:1n1c1 D>;Q",:1W.'.l1 

terma.c.l, y~g~vva1 riJ.J.l~ tetap, ~-~ ... - ... :J.. '"""l~1'&6, t~la1J.jJ. 
pemeunaraan. sewa tartan dan bancunan 01::iv1 !1'>IT!K Gan semua 
h:~:'" nttin/perinr1;1- l?ir>n)? :,.:,,··:=, 1. ··'·0:·,-. 1-,,.,S,""Z .-10'"'2,'ln 
pcnvediaan jasa: 

a. Unsur biaya persatuan penveuiaan jasa. 
b. Unsur keuntungar ~"•r-: ilik,~l1endaki f'"'"<;'.11nan jac:.1. 

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan. maka tarif 
ditetapkan sebagai jumlah pernbayaran per.,.;..:~ ..... 1 unit pelayai • an/jasa, 
yang merupakanjumlah unsur-unsur rarir yang meliputi : 

(2) Besamya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang beriaku di 
Wilayah Daerah. 

(1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan clan 
jangka waktu pemakaian. 

Pasal 8 

STR.UKTIJR DAN BESARNY A T ARIF RETRIBUSI 

BAB VI 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuangan yang layak 
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh perusahaan sejenis 
yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 7 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENET AP AN STRUKTUR 
DAN BESAR.NY A T ARIF 

BAB V 

,-v- 



Masa Retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dijenisnya adalah jangka 
waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati. 

Pasal 10 

~1ASA RETRJBUSI DAN SAAT RETRJBUSI TERUTANG 

BAB vm 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan 
fasilitas terminal di berikan 

Pasal 9 

WILAYAHPE~1UNGUfAN 

BAB VII 
-LI _ _____, 

Pemakaian I Kamar kecil (we) Rp.500,-/orang 
fasilitas lainnya _ 

'-------~-- 

l 

Rp.62.500,-/bulan 
Rp.40.000.- /bulan 

Rp.50.000,- /bulan Toko (ukuram 4 m x 6 
m) 
Kios I Loket : 
- Ukuran 3 m x 4 m 
- Ukuran 2 m x 3 m 

Rp. 1.000,-/sekali masuk 

Rp. 3 000,- /sekali masuk 

Rp.l.000,-/:;ckali ruasuk 
Rp.1.500,-/sekali .-.,..;uk 
Rp.2.500,-/sekali masuk 

Rp. 500,-/sekali masuk 
Rp. 800, - /sekali masuk 
Rp. 1.000,- /sekali masuk 

400, - /sekali masuk 
400,- /seklai masuk 
500, - /sekali masuk 
500,- /sekali masuk 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Penyediann a. Truck 4 roda 3 Ton 
tempat parkir b. Truck 6 roda 4 Ton 
mobil barang c. Truck 6 roda atau 
(setiap masuk) 6 Ton 
lewat terminal d. Truck 10 Roda 

atau lebih 
e. Pick Up 

Angkuatan Kota : 
- Otolet 
-Bus Kecil 
-Bus Kota 

umum 
masuk) 
terminal 

Penyediaan 
tempat Parkir 
mobil pen um 
pang dan bis 

Pemakaian 
tempatumum 

-- -----------+-------------+---------- 

(setiap 
Iewat Angkutan antar kota : 

-Bus kecil 
-Bus sedang 

I -Bus Besar 

. -- ---------- -----·r---------~r----------- 

Jenis 
Kendaraan/Ukuran 

Fasilitas 
I I 
i 1 

l I 
Tarif 

--- ------------ ---- -------------------,-----------~ 
Jerns Pelavanan ' 

\\), 0i1uhtur dan bcsarnya tarif scbagaimana dimaksud pada masa 
R('tr1bu"i dan ayat (1} (2) dan (3) ditetapkan sebagi berikut : 



Masa Retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dijenisnya adalah jangka 
waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati. 

Pasal 10 

l\1ASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUT ANG 

BAB vm 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan 
fasilitas terminal di berikan 

i 

Rp.62.500,-/bulan 
Rp.40.000.-/bulan 

Rp.50.000,- /bulan 

Rp. 1.000,-/sekali masuk 

Rp. 3 000,- /sekali masuk 

Rp.1.000,-/sckali ruasuk 
Rp.1.500,-/sekali .suk 
Rp.2.500,-/sekali masuk 

Rp. 500, - /sekali masuk 
Rp. 800,- /sekali masuk 
Rp. 1.000,- /sekali masuk 

400, - /sekali masuk 
400,- /seklai masuk 
500,- /sekali masuk 
500, - /sekali masuk 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Tarif 

Pasal 9 

WILAYAHPE:MUNGUTAN 

BAB VII 

Toko (ukuram 4 m x 6 
m) 
Kios I Loket : 
- Ukuran 3 m x 4 m 
- Ukuran 2 m x 3 m 

Pemakaian 
tempatumum 

Penyediao- a. Truck 4 roda 3 Ton 
tempat parkir b. Truck 6 roda 4 Ton 
mobil barang c. Truck 6 roda atau 
(setiap masuk) 6 Ton 
lewat terminal d. Truck 10 Roda 

atau lebih 
e. Pick Up 

(setiap 
Iewat Angkutan antar kota : 

-Bus kecil 
-Bus sedang I -Bus Besar 

um um 
masuk) 
terminal 

Penyediaan 
tempat Parkir 
mobil pen um 
pang dan bis 

Angkuatan Kota : 
- Otolet 
-Bus Kecil 
-Bns Kota 

Jenis 
Kendaraan/Ukuran 

Fasilitas 

'---____._____l' __ --~ Pemakaian Kamar kecil (we) Rp.500,-/orang 
fasilitas lainnya 

1--- ····------+-----------+-------···· 

----------------. ------------------,----------~ 
Jerus Pelavanan 

~,::,, JtfUh.tur dan bcsarnya tarif scbagaimana dimaksud pada masa 
Retribu"i dan ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagi berikut : 

- ! - 



Bab XII. . 

(2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SK.RD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(I) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan, kecuali ada 
pertimbangan khusus dari Bupati. 

Pasal 14 

TATACARAPEMUNGUTAN 

BAB XI 

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SK.RD atau 
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Apabila berdasarkan basil pemeriksaan dan ditemukan data baru clan 
atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan 
SKRDTBT; 

(1) Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) 
retribusi terutang dengan rnenerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

Pasal 13 

PENETAPAN RETRIBUSI 

BAB X 

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian clan penyampaian SPdoRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan 
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau 
kuasanya. 

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdoRD. 

Pasal 12 

SURAT PEND AFT ARAN 

BAB IX 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SK.RD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 11 



(2) Keberatan ..... 

(1) Wajib retribusi dapat rnengajukan keberatan hanya Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk atas SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB. 

Pasal 18 

KEBERATAN 

BAB XV 

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Pejabat yang di tunjuk. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejerus, wajib Retribusi harus 
melunasi retribusinya yang terutang. 

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

Pasal 17 

TATA CARA PENAGIHAN 

BAB XIV 

(3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi 
diatur dengan keputusan Bupati. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) 
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 
SKRDKBT dan STRD; 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka; 

Pasal 16 

TATACARAPEMBAYARAN 

BAB xm 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 
% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang 
clibayar clan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal 15 

SANKS! AD1vlINISTRASI 

BAB XIl 

-9- 



( 4) Apabila ..... 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan 
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan 
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I 
( satu) bulan. 

(2) Kepala Daerah dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. 

Pasal 20 

PENGEMBALlAN KELEBIBAN PEMBAY ARAN 

BAB XVI 

(3) Apabilajangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang 
terutang. 

(I) B upati dalarn J angka waktu paling lama 6 ( enam) bulan sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan. 

Pasal 19 

(6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi 
dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai Surat 
Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Dalam ha! Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan 
retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan 
ketidak benaran retribusi tersebut. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alas an-alas an yang jelas, 

• 1v- 



( 4) Apabila ..... 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan 
pennohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan 
clan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
( satu) bulan. 

(2) Kepala Daerah dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. 

Pasal 20 

PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN 

BAB XVI 

(3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
clan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian menolak atau rnenambah besarnya retribusi yang 
terutang. 

(1) Bupati dalarn Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan. 

Pasal 19 

(6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi 
dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai Surat 
Keheratan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi 
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Dalam ha! Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan 
retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi hams dapat membuktikan 
ketidak benaran retribusi tersebut. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
disertai alas an-alas an yang jelas. 
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(3) Tata ..... 

(2) Pemberian pengurangan, atau keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan 
kemarnpuan wajib retribusi antara lain Negara; 

(I) Bupati dapat mernberikan pengurangan, keringan dan pembebasan 
retribusi. 

Pasal 23 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRIBUSI 

BABXVIl 

(2) Apabila kelebihan pernbayaran retribusi diperhitungkan dengan utang 
retribusi lainnya, sebagairnana dimaksud dalam pasal 20 ayat ( 4 ), 
pembayaran dilakukan dengan cara pernindahan bukuan dan bukti 
pemindahan bukuanjuga berlaku sebagai bukti pernbayaran. 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat 
perintah rnembayar kelebihan retribusi. 

Pasal 22 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengirirnan pos 
tercatat merupakan bukti saat pennohonan diterirna oleh Bupati. 

(2) Pennohonan pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi disarnpai 
kan secara langsung atau melalui pos tercatat. 

a. Narna dan alamat Wajib Retribusi 
b. Masa Retribusi 
c. Besarnya kelebihan pembayaran 
d. Alasan yang singkat dan jelas 

(1) Pennohonan pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan 
secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya 
menyebutkan : 

Pasal 21 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan 
setelah Iewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati meberikan imbalan 
bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlarnbatan 
pembayaran retribusi. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalarnjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkan SKRDLB. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pernbayaran retribusi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 



g. Menyuruh ..... 

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap danjelas. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

Pasal 25 

PENYIDIKAN 

BAB XIX 

a. Diterbitkan surat teguran, atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini tertangguh apabila : 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan 
tindak pidana di bidang retribusi. 

Pasal 24 

KADALUARSAPENAGIHAN 

BAB XVIlI 

(3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
ditetapkan oleh Bupati. 



Agar .... 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 28 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 27 

KETENTIJAN PENUTIJP 

BAB XXI 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak 50 (lima puluh) kali jumlah 
retribusi yang terutang. 

Pasal 26 

KETENTIJAN PIDANA 

BAB XX 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 

J. Menghentikan penyidikan, 

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi. 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah. 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d. 
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LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN TEBO 
T AHUN 2001 NOMOR 16 SERI B NOMOR 4 

Pembina NIP. 430004928 
,SH 

DIUNDANGKAN DI MU ARA TEBO 
PADA TANGGAL 9 ruu 2001 

Ditetapkan di Muara Tebo 
Pada tanggal 7 Juli 2001 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengwidangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupatan Tebo. 
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2. Pelayanan ..... 

No. Uraian Biaya Per Tahun 

1. Biaya Investasi Rp. 50. 000. 000,- 
2. Biaya Perawatan /Perneliharaan Rp. 7.000.000,- 
3 Biaya Penyusutan Rp. 8.000.000,- 
4. Angsuran Biaya Pinjaman Rp.100.000.000,- 
5. Biaya Rutin Rp. 40.000.000,- 
6. Biaya Adrninistrasi Umum Rp. 3.000.000,- 

Jumlah Rp.236.000.000,- 

1. BIAY A PENYELENGGARAAN PELA YANAN 

Cukupjelas 
Struktur dan besamya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan 
tarifRetribusi Izin Terminal dibawah ini: 

Pasal 8 
Ayat (1) 
Ayat (2) 

Pasal 1 sarnpai dengan pasal 7 Cukup jelas 

Il. PENJELASAN PASAL DEI\.1I PASAL 

llahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1 ', '7 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juncto Undang-undang 
Nornor 34 Tahnn 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. serta Peraturan Pemerintah N, -uor 20 
Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (2) huruf d tentang Retribusi Daerah, maka dalam 
rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan 
bertanggungjawab serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan 
Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari 
Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Terminal di Kabupaten Tebo dengan 
Peraturan Daerah. 

I. PENJELASAN UMUM 

RETRJBUSI TERMINAL 

TENT ANG 

NOMOR 16 TAHUN2001 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 

PENJELASAN 



. J 

''l" LS09.:S7 

2 
4 
5 
5 

IO 
26 
28 
12 ')~') I 

- I 
1 ~-1,, , , _, I 

Rp. 5.143.913 , 
Rp.10.287.826 , 
Rp.12.859.782,5, 
Rp. 12.859. 782, 5, 
Rp.25. 719.565 , 
Rp.66.870.869 - 
Rp.72.614.782 , 
Rp.30.863.478 , 
Pp ~966.937 7, 
Rp. 4.500.923 - 

I. I Angkuatan kota jenis otolet 
2. Angkutan kota jenis bus kecil 
3. Angkutan jenis bus kota 
4. Angkutan antar kota jenis bus kecil 
5. Angkutan antar kotajenis bus sedang 
6. Angkutan antar kota jenis bus besar 

, 7. True! 
8. I Pick Up 

I 
9. I Loko .; A v 

10 · T nkd 1 \. 1 I ··_ . 
11 : f r,l< ct ) v -~ 

' 
12. l WL 

KONTRIBUSI BIA YA : 

1

1 No 

11 

__ J_eru s -P-el-ay_a_n_a_n----~K-o_ns_t_ri-bu_s_i~---B-ia_y_a--~ 

Rp. 288.160.720,- 

TahunKe In:flasi I Nilai Biaya 
I (Rp) 

1. 10% I Rp.236.000.000,- 
2. 10% I Rp.259.650.000,- 

I 

3. 10% Rp.285.560.000,- 
4. IO ?,o Rp.314. 116.000,- 
5. I 10% Rp.345.527.600,- 

I 
i Jumlah Rp. 1.440.803.600,- 
i Bia__ya Rata-rata I Tahun Rp. 288. 160. 720,- 

Analisa Inflasi : 

Dengan harapan kondisi perekonomian masyarakat, maka Iaju inflasi rata-rata 
per tahun untuk 5 tahun yang akan datang bergerak pada angka IO % per 
Tahun. 

3. PERIIlTUNGAN. 

No. Jenis Pelayanan Jumlah Pelayanan 

1. Angkutan kota jenis otolet 25.200 
2. Angkutan kota jenis bus kecil 50.400 I 
3 Angkutan jenis bus kota 42.000 I 
4. Angkutan antar kota jenis bus kecil 63.000 I 

5. Angkutan antar kota jenis bus sedang I 84.ooo I I 

6. Angkutan antar kota jenis bus besar I 109.200 I 
7. Truck 

I 
70.500 

8. Pick Up 60.480 
9. Toko 4 x 6 I 10 
10. Loket 2 x 4 

I 
6 

11. Loket 2 x 3 10 
12. WC I 17.640 I 

I 

I ________ ___J 

2. PELA YANAN TERMINAL 



Pelayanan .... 

h. Pick Up == Rp.60.480.000,- 

60.480 

dibulatkan = Rp.1.000/unit Wltuk sekali masuk 

1. Toko ( 4 x 6) == Rp.5.966.937,- 

10 

== Rp.596.693, 7/toko/tahun 

dibulatkan = Rp.600.000/toko/tahun 

J, Toko ( 3 x 4) == Rp.4.500,38,- 

6 

= Rp. 750.153,83/toko/tahlUl 

dibulatkan = Rp. 750.000/toko/tahun 

k. T oko ( 2 x 3 ) == Rp.4.809.557,- 

10 

= Rp.480.955/toko/tahun 

dibulatkan = Rp.480.000/toko/tahun 

g. Kamar kecil I WC == Rp.5.298.229,- 

17.640 

= Rp.300/orang setiap masuk 

dibularkan = Rp.300/orang setiap masuk 

Rp. l. 500,- I Unit unmk sekali masuk. 
Hp. 2.500,- I Unit untuk sekali masuk. 
Rp. 3.000,· I Unit untuk sekali masuk, 

6 Roda/ 4 Ton 
6 Roda i G Ton 
10 Roda atau lebih == 

== 
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P,,•.:JJ 9 s/d pasal 28 Cukup jelas 

NC; JI .. ARIF 

1. Angkutan kota jenis oplet Rp. 200,· 

2. Angkutan kota ienis bus kecil 1~p. ,~00,· 

1. I Anp:lmt:in jP.n1!il hn!il kota Rp. 300,- 
I 

I 
4. I An::1:lrut..n -..nt-:.r lrnt~ jenis bus kecil Rp. LOO,- 

5. I !\, ... :--1~· .. -- __ .. __ 1:ota jenis bus seclang Rp. 300,- ' I , 
: ~ .: · · kotajenis bus besar Rp. 600,- ' 

,, 
! .,. Rp. 1.000,- I I. 

I 
I 0. I 

Rp. 500,- . 

;,,. I ... ._· .......... Rp.600.000,- 
.. 

..&.'-11\.V-' J'1r,. 4 Rp.750.000,- J.v. I 
11. I iu.Ku .t.. A 3 Rp.180.000,- 

12. I WL Rp. 300,- 

PPT 4 V 41\T 41\T TRI.>\ If i\J \L 
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